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Permasalahan gagal bayar sering dialami debitur, salah satunya menimpa perusahaan pembiayaan PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan (“PT SNP”). Laporan keuangan yang menjadi acuan pemberian kredit
serta penerbitan dan pemeringkatan Medium Term Notes (“MTN") tidak menunjukkan kondisi keuangan
sebenarnya, sehingga menjadi faktor utama terjadinya kasus gagal bayar PT SNP. Peran Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) sebagai pengawas sangat diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan juga
keterbukaan informasi kepada setiap konsumen lembaga pembiayaan. Permasal ahan tersebut yaitu terkait
tugas dan wewenang OJK dalam penerbitan dan pemeringkatan MTN, serta peran OJK dalam perlindungan
konsumen terhadap pemegang MTN PT SNP yang telah dinyatakan pailit. Penelitian dilakukan
menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut
disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan
pertama, tugas dan wewenang OJK dalam proses penerbitan dan pemeringkatan MTN dapat ditinjau dari
sebelum dan sesudah diterbitkannya POJK No. 35 tahun 2018 dan POJK No. 30 Tahun 2019, OJK tidak
memiliki wewenang secara langsung dalam setiap produk MTN yang diterbitkan PT SNP, namun OJK dapat
mengungkapkan setiap informasi, kondisi ataupun sanksi yang sedang dijalankan oleh suatu lembaga
pembiayaan. Namun hal inilah yang belum terlihat dalam pelaksanaannya. Sehingga, untuk mendorong
peran aktif dari OJK dalam memberikan perlindungan kepada setiap konsumen jasa keuangan perlu adanya
jaminan bahwa peraturan terkait penerbitan efek bersifat utang yang salah satu instrumennya adalah MTN
terlaksanakan dengan baik agar dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap setiap
investor/kreditur. Selanjutnya, pemegang M TN diharapkan dapat berperan |ebih aktif dalam melakukan
pengawasan, pemeriksaan serta evaluasi melalui pelaporan keuangan berkala. Selain itu, terhadap pelaporan
keuangan yang dilakukan secara rutin tiap bulannya, perlu adanya parameter untuk penjatuhan sanksi
kepada perusahaan jasa keuangan non bank yang terbukti melakukan tindakan curang, sehinggatidak hanya
sebatas sanksi administratif.

...... Debtors often experience default problems, one of which is the financing company PT Sunprima
Nusantara Pemfundan (“PT SNP”). The financial statements that serve as the reference for granting credit as
well as the issuance and rating of Medium Term Notes (“MTN") do not show the actual financial condition,
thus becoming the main factor in the PT SNP default case. The role of the Financial Services Authority
(“OJK™) as a supervisor isvery necessary to be able to provide protection as well as information disclosure
to every consumer of afinancia institution. These problems are related to the duties and authorities of OJK
inissuing and rating MTN, as well as the role of OJK in consumer protection for PT SNP MTN holders who
have been declared bankrupt. The research was conducted using secondary data consisting of primary,
secondary and tertiary legal materials. The data was compiled qualitatively, through text descriptions and
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analyzed using descriptive and critical analysistechniques. The first conclusion isthat the OJK's duties and
authorities in the process of issuing and rating MTN can be reviewed before and after the issuance of OJK
Regulations related to the Implementation of Financing Companies and POJK No. 30 of 2019, OJK does not
have direct authority in every MTN product issued by PT SNP, but OJK can disclose any information,
conditions or sanctions that are being carried out by a financing institution. However, this has not been seen
in itsimplementation. Thus, to encourage the active role of the OJK in providing protection to every
consumer of financial services, it is necessary to guarantee that regulations regarding the issuance of debt
securities, one of which isMTN, are implemented properly in order to provide a sense of security and
protection to every investor/creditor. Furthermore, MTN holders are expected to play a more activerolein
conducting supervision, inspection and evaluation through periodic financia reporting. In addition, for
financial reporting that is carried out routinely every month, the parameters are needed for imposing
sanctions on non-bank financial services companies that are proven to have committed fraudulent actions, so
that they are not only limited to administrative sanction



